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KEPUPUSAN MENTERD PENDINDIKAN DAN KERUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 12/L;0/2014

TENTANC

1ZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM STULT KENOTARIATAN,
PROGRAM MAGISTER PADA UNIVERSITAS JEMBLER D) JIEMBER

MENTER! PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

Menuprnbang

Mengingat

bahwa dalam rvangka melaksanakan Pasal 33 Undang-
Undang Nomaor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi,
dan berdasarkan Surat Pertimbarngan Direktur
Kelembagaan dan  Kegja  Sama Dirckiorar  Jeideral
Pendidikan Tinggi Nomor 20535/E.E2,2/KL/2014 tanggal 18
Maret 2014, perlu  menerapkan Kepulusan  Menteri
Peacdicdikan dan Kebudayasn  tentang lzin Penyeienggaraan
Program  Swmdi Kenotariatan, Program  Magister  pada
Lniversiras Jember di Jember;

Lo Undang-Undung Nomor 20 Tahun 2003 entang Sistern
Pendidiken  Naswonal  {lembaran  Negara  Republik
Indonesia Talot 2003 Nomop 78, Tambah@n Lembaran
Negara Republik Tndonesta Nomor 4201);

<. Undang Undung  Nomor' 12 Tahun 2012 tentang
enchdikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tzhun 2012 Nomer 158, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indunesia Nomor 5336);

4 Peratucan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang
Peuyelenggarasey  Pendidikan  Tinggl  dan  Pengelolaan
Ferguruan Tingg (Lembaran Negara Republik ndonesia
Tahui 201+ Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara
Republix Iiidonesia Nomor 5500);

do Peraturan Dresicderr Nomor 17 Tahus 2000 wntang
Permmbeunikan  dan  Organisas)  Kementerian  Negara

sebagaimana elal beberapa kali dittbah terakhn dengan -

18
Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2014 tentlang
FPerubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 47
Tahumn 2000 wentang  Pembenoukan  dan Orgalisasi
Kementarian Negari:
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5. Peraturan  Fresiden Nomor 24 Tahun 2010 wnang
Kedudulkan, Tuges, dan Fungsi Kemcnterian Negara
serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Bsclon |
Kementerian Negars sebagounena {(elah beberapa kali
diubah terakhiv denpan Peraturan Presiden Nomior 14
Tahur 2014 ventang Perubahan Kelima atas Peraturan
Presiden Nomor 24 T'shur 2010 tentang Kedudulau,
Thgas, dan Fungsi Kementerian Negara scrta Susunarn
('.)r{._;,:éu'riszasi\ Tuagas, dan Fungst Eselon ! Kementeriarw
Negura (Lembearar Negara Republik Indonesia Tahun

L Numoar 25);

6 Peraturan  Presides: Nomor 8 Tahun 2012 wentang
Kerangka  Kuoalifikasi Nasional  Indonesia  rlembaran
Negara Republik Indonesia Talhiun 2012 Nomor 24);

7. Keputusan Presiden Nomor 847 F Tahun 2009 mengenas
Kabinet Indonesia Bersatu I sebagaimana  telah
heberapa  kali llu..ba.!': terakhiv  cengan  Keputusan
Presiden Nomor 60/P Tahun 20] 3¢

8. “cmt.mx 1 Menteri Pendidikan dan Kebudayaarn Nomor |
Tahun 2012 tenrang - Organisasi  den  Tats Kerja
Kementerian Pendidikan dan Kebudayasn (Berita Noegira
Repubiik  Indonesis Tabun 2012 Nowmor 257 )
sebagaimansa telen dnibah dengan Peraroren Menteri
Pendidikan dan Kebudayvasrn Nomor 69 Tahizn 2012
rentang Perubahan Atas Pevaturan Menieri Perdidikan
dan Kebudayaan Nemmor 1 Tabun 2012 Tentang
f)wzmms: dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan darn
Kebudayaan (Berita Neogara Republih indonesia Tahun
2012 Nomor 11d4):
“. Reputusan  Mentert  Pendidikan  Nasional  Nomor
234072000 entang  Pedoman  Peadivian Perguruan
unuql i

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TENTANG JZIN PENYSLENGGARAAN PROGRAM STUDI
KENCOTARIATAN, PROGRAM MAQGISTE FADA
UNIVERSITAS JEMBER DI JEMBER,

A

Memberkan  lzie Penyelenggaaan  Progrum  Studt
Ketotariaten, Program Magister pada Universitas J rbv'* cli
Jember

[zin penyelenggucaan program stuci sebagaimana dimaksud
dalam dikium Kesatu harus menghasitkan lujusan sesuai
dergan Kerangka Kualilisesi Nasiona! Indonesia.

(hmversitas Jember o Jember,  weajih  menvampaikan
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Apabila  laporan  hasii  penvelenggaiaan  program Sl
sebagaimana  dimaksud - ddalam diktwin Kedga adak
disampaikan, dapal  mengakibatkan  dicabutnya  igin
penvelenggaraan,

Universitas Jember ai Jember, wajilb menandatangani surat
pernvataan boertangpung jawab untuk menyelenggarakan
program  studi sesual  dengan peraturan  perundang-
undangan,  dan  menanggung senmua alabar apabila
dilakukar.  pencabutan  izin  program  studi  scteiah
dirvatairan tidak .avalk berdasarkan hasil evaluasi.

Program studi schagamana dimalksud dalam dikvam Kesatu
dinyatakan memenuht persyaratan akrecitasi minimal, dan
perguruan  tinggi  penyelenggars prograust  studi wajib
mengajulean akreditas! ulang seslal peratiran
perandangan.

heputusar Monteri ini mular berlaku pada cangga)
ditetaplkan, :

Diwctapicam di Jakarwa

pada tangyal 29 Aprii 2014 -
MENTIRI PENDIDIKAN KEBUDAYAAN
REPULILIK INDONESIA

anls,

DIRERTUR JENLDERAL PENDIDIKAN TINGOI,
TD.

DJOKO SANTORD

Bainan sesai dengan wslinga

alktorat Jende

‘al Pendidikan Tingpi
dalan Pendidikan dan Kebudavaan
W ircktorat Jendoeral Perdidilan Tingsl.



